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Perihal penelusuran BPK
tersebut terkuak lewat surat in-

ternal Fraksi PDIP yang beredar

di kalangan wartawan. Surat itu
memerintahkan anggota Fraksi
PDIP membenahi laporan ka-
rena BPK menemukan potensi
kerugian negara hingga Rp 945
miliar dari pengunaan dana yang
tak dilaporkan oleh anggota de-
wan. Jumlah itu nyaris setarade-
ngan total anggaran APBN untuk
biaya kunker anggota dewan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen)
DPR Winantuningtyastiti Swasa-
nani mengungkapkan, Sekreta-
riat Jenderal (Setjen) DPR saat
ini sedang mengumpulkan la-
poran pertanggungjawaban kun-
jungan kerja anggota DPR dari
masing-masing fraksi. Sebab,
menurut dia, kewenangan untuk
mengawasi laporan keuangan
setiap anggota dewan berada
pada masing-masing fraksi.
Fraksi kemudian menyerah-
kan laporan tersebut pada Setjen
DPR. “Jadi, BPK periksa ke Set-

jen, tapi laporan anggota kepa-
danya fraksi-fraksi. Sekarang
Setjen ngumpulin laporan fraksi-
fraksi,” kata Winantuningtyastiti
seusai bersaksi untuk anggota
DPR yang terjerat kasus korupsi
di Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK), kemarin,
Mentrutnya, pemeriksaan
oleh BPK tersebut belum selesai
dan masth harus mengumpulkan
data-data. Oleh karena itu, de-
ngan dikumpulkannya seluruh
laporan kegiatan tersebut, ia
berdalih'angka temuan tersebut
bakal berkurang. “Kita ngum-

pulinlaporan-laporan anggota

supaya berkurang; angka (temu-
an) yang temen-temen rilis itu,”

- kata dia. Meski demikian, menu-

rut Winantuningtyastiti, sebe-
lum BPK merilis adanya potensi
kerugian negara, beberapa ang-
gota DPR telah menyerahkan la-
porai terkait kunjungan kerja.

Wakil Ketua MPR Hidayat-

Nur Wahid mengatakan, isu
kunjungan kerja fiktif DPR hing-
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ga kini masih sebatas dugaan.
Hal itu, katanya, masih harus di-
teliti lebih lanjut apakah me-
mang benar terjadi atau tidak.
“Apakah memang benar begitu,
apakah itu hanya karena kawan-
kawan belum melaporkan, mi-
salnya, atau mungkin ada se-
suatu yang harus diperbaiki,”
ujar dia di Kompleks Parlemen,
Jakarta, kemarin.

"/Hidayat mengingatkan, duga-
an kunker fiktif juga sedianya
belum resmi diungkapkan BPK.
Sebab itu, ia enggan menilai bah-
wa telah terjadi perampokan uang:
negara di DPR. Bagaimanapun,
Hidayat mengingatkan rekan-
rekannya di DPR agar melaksana-
kan reses sebagaimana mestinya.
Ia kemudian mengklaim, PKS
sudah terbiasa mentradisikan
pelaporan itu, PKS akan menaati
apayang menjadi ketentuan reses
dan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan terkait dengan
kegiatan reses itu. W qommarria ros-
tanti/christyaningsih ed: fitriyan zamzami
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